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Penerimaan Negara Bukan Pgjak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negarayang dikelola dalam
mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk
mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen
AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU
berdasarkan mekanisme APBN. Pendlitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung
dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di
Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa
hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk
Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta
Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan
mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenunhi
prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

...... Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state
receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it isin the field of State Financing.
Thisresearch is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General
for Legal Administrative Affairsin the perspective of Public Financial Law and how the Directorate Genera
for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting.
In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several
field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for
Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in
the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political
Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management
of Non-Tax Revenuein Directorate General for Legal Administrative Affairs have beeninlineandin
accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in
fulfilling the main principle of Good Governance.
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